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 Abstrak: Peningkatan pembangunan konstruksi jalan yang 

tinggi sangat memerlukan ketelitian dan ketepatan dalam 

pelaksanaan proyek dengan hasil yang sempurna. Pembangunan 

konstruksi jalan di Provinsi Jawa Barat sangat berkembang pesat 

dengan jumlah dan nilai proyek yang cukup signifikat dalam 

pembangunan. Pelaksanaan proyek konstruksi jalan yang sangat 

rumit dan memiliki resiko kerja yang sangat tinggi memerlukan 

pengendalian manajemen proyek untuk dapat diselesaikan secara 

profesional dan sesuai dengan standar spesifikasi yang 

disyaratkan. Pengendalian proyek jalan  yang sangat banyak dan 

kondisi yang rumit memerlukan pendekatan pengendalian yang 

akuntabel dan transparansi untuk pengelolaan dan kualitas yang 

baik pada hasil pekerjaan. Di Era industri 4.pengendalian proyek 

konstruksi memerlukan akuntabilitas dan ransparasi berdasarkan 

perkembangan teknologi sistem informasi. Hasil Pengembangan 

ilmu pengetahuan Manajemen Pengendalian Proyek Konstruksi 

Jalan yang akuntabel harus diimplementasikan kepada pengguna 

dan pengelola proyek konstruksi. Tujuan Pengabdian pada 

Masyarakat ini adalah mengimplementasikan hasil 

pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknik Sipil 

dalam  Manajemen Pengendalian proyek Konstruksi Jalan di 

tingkat pemangku kebijakan (Pemerintah). Pengembangan 

Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Proyek Konstruksi untuk 

meningkatkan Profesionalisme pengelolaan Pengendalian 

Manajemen Konstruksi yang terukur secara tepat. Penerapan 

Teknologi Informasi dengan Sistem Informasi Manajemen 

Pengendalian Proyek akan meningkatkan akuntabilitas dan 

transparansi dalam kegiatan pengelolaan proyek. Sehingga 

implementasi Pendidikan dan Pelatihan Manajemen 

Pengendalian Proyek Konstruksi  Jalan di Kota Cimahi 

merupakan usaha untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

proyek konstruksi berdasarkan sistem informasi yang akuntabel 

dan efisien dalam pengelolaan anggaran negara. 

Keyword: Pelatihan, Manajemen 

Konstruksi, Pengendalian Proyek, 

Proyek Konstruksi jalan 
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Pendahuluan 

Peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi yang tinggi sangat memerlukan ketelitian 

dan ketepatan dalam pelaksanaan proyek dengan hasil yang sempurna(Intan, dkk., 2022). Pembangunan 

infrastruktur transportasi jalan di Provinsi Jawa Barat terutama Kota Cimahi sangat berkembang pesat 

dengan jumlah dan nilai proyek yang cukup signifikat dalam pembangunan(Saepudin et al., 2022). 

Pelaksanaan proyek konstruksi(Akbardin, dkk., 2021) yang sangat rumit dan memiliki resiko kerja yang 

sangat tinggi memerlukan pengawasan dan pengendalian manajemen proyek untuk dapat diselesaikan 

secara profesional dan sesuai dengan standar spesifikasi yang disyaratkan. Pengendalian proyek yang 

sangat banyak dan kondisi yang rumit memerlukan pendekatan pengendalian yang akuntabel dan 

transparansi untuk pengelolaan dan kualitas yang baik pada hasil pekerjaan. Di Era industri 4.0 

pengelolaan dan pengendalian proyek konstruksi memerlukan akuntabilitas dan ransparasi berdasarkan 
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perkembangan teknologi sistem informasi. Hasil Pengembangan ilmu pengetahuan(Nurseto, 2022) 

Manajemen Pengendalian Proyek Konstruksi Jalan yang akuntabel harus diimplementasikan kepada 

pengguna dan pengelola proyek konstruksi(Aristi, dkk., 2022)(Azeharie, dkk., 2022).  
Tujuan Pengabdian pada Masyarakat ini adalah mengimplementasikan hasil pengembangan Ilmu 

Pengetahuan Teknik Sipil dalam  Manajemen Pengendalian proyek Konstruksi Jalan di tingkat 

pemangku kebijakan (Pemerintah). Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan(Permana, dkk. 

2021)(Permana, dkk., 2020) Manajemen Proyek Konstruksi untuk meningkatkan Profesionalisme 

pengelolaan Pengendalian Manajemen Konstruksi yang terukur secara tepat. Penerapan Teknologi 

Informasi dengan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Proyek 

Metodologi 

Pendekatan Pengabdian Masyarakat 
Pendekatan pengabdian  yang akan dilakukan mengacu pada peraturan perundangan jasa 

konstruksi dan beberapa kajian pendahuluan yang telah dilaksanakan dengan Lembaga mitra dengan 

usulan berikut yang dianggap berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan dari awal sampai dengan 

akhir, yaitu: 

a. Mengkaji berbagai kebijakan dari level nasional, regional (provinsi) maupun lokal dalam 

rangka memposisikan fungsi, peran dan arahan masing masing  tugas dan fungsi stakeholder 

proyek konstruksi jalan di Provinsi Banten untuk perumusan target penyelesaian proyek 

konstruksi dengan baik 

b. Memperhatikan aspek penyediaan dan pelayanan dokumentasi rumusan pengendalian proyek 

sesuai dengan  kebutuhan Visi dan Misi Lembaga dan perundangan yang berlaku serta 

menggunakan berbagai standar (SNI)  

c. Mempertimbangkan upaya-upaya pengurangan risiko force mayor dan bencana alam di 

managemen pengendalian proyek 

d. Mengkaji Aspek manajemen dan tata kelola manajemen pengendalian proyek konstruksi jalan  

yang efektif dan efisien (good governance), mencakup aspek kelembagaan, pembiayaan serta 

pengendalian pembangunan. 

e. Merumuskan Teknik implementasi pengendalian proyek konstruksi berdasarkan peraturan 

perundangan yang berlaku dan rancangan kajian yang telah konsepkan dalam target 

manajemnen Lembaga mitra untuk mencapai pengelolaan proyek konstruksi secara akuntable 

dan transparansi. 

Pendekatan yang  dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian masyaraka ini merupakan  

pendekatan PRA (Partisipatori Rural Aprisial ) berdasarkan kebutuhan teknik proyek konstruksi dan 

peraturan perundangan  yang berlaku. Stakeholder proyek konstruksi dan Lembaga mitra membutuhkan 

suatu upaya konsep akademik yang dapat digunakan secara transparan dlam melaksanakan kegitan 

proyek konstruksi yang sering kali menemukan kendala – kendala baik yang bersifat Teknik maupun 

administratif . Sehingga dalam implementasi Pendidikan dan pelatihan manajemen pengendalian 

proyek konstruksi ini dengan baik, maka  profesioanlisme kerja dan akuntabilitas dalam pekerjaan akan 

lebih mudah dirasakan tanpa suatu kekawatiran secara fungsi kerja. 

Kajian/pendekatan PRA ini pada dasarnya berkaitan dengan perumusan instrument rancangan 

system pengolahan  data lapangan dan untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep. 

Wilayah Dan Khalayak Sasaran 

Wilayah pengabdian masyarakat dengan Implementasi Pendidikan dan Pelatihan Manajemen 

Pengendalian Proyek Jalan Di Provinsi Banten Berdasarkan Sistem Informasi Sumberdaya Profesional 

diwilayah administrasi Provinsi Banten dengan beberapa lokasi Proyek konstruksi jalan yang ada dan 

disesuaikan berdasarkan kepentingan Lembaga Mitra yaitu Dnas PUPR – Kota Cimahi 
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Gambar 1. Kota Cimahi 

Khalayak sasaran  

1. Pejabat pembuat Komitmen (PPK) atau Pimpro Proyek Konstruksi 

Sebagai penanggungjawab pelaksanaan proyek konstruksi untuk diselesaikan dengan abik dan 

benar sesuai dengan standar spesifikasi yang ditentukan   

2. Pimpinan dan Manager Proyek Pengguna Jasa Konstruksi (KONTRAKTOR) 

Sebagai penanggungjawab pembangunan proyek konstruksi sesuai dengan kontrak kerja yang 

dibuat dan spesifikasi mutu yang ditentukan. 

3. Pimpinan dan Site Engineer Pengawas Pekerjaan Konstruksi (KONSULTAN PENGAWAS) 

Sebagai penanggung jawab pengawasan standar mutu dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam 

dokumen kontrak dan peraturan perundangan yang ada. 

4. Stakeholder tenaga Teknik Dinas PUPR – Kota Cimahi 

Sebagai tenaga Teknik dalam pelaksanaan dan perencanaan proyek konstruksi di Kota Cimahi 

5. Masyarakat Jasa Konstruksi 

Sebagai stakeholder pelaksanaan proyek konstruksi di Provinsi Banten sesuai dengan asosiasi dan 

organisasi yang berkaitan dengan proyek konstruksi. 

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Materi Pengendalian Proyek Konstruksi 

Pengendalian dari Pemberi Tugas proyek Konstruksi 
a. Definisi, tanggung jawab dan wewenang 

1) Pemberi Tugas dapat diartikan sebagai : 

• Pemerintah Pusat, dalam hal ini Drektorat Jenderal yang mengurusi penyelenggaraan jalan 

Nasional; 

• Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Dinas-dinas yang mengurusi penyelenggaan jalan 

propinsi; 

• Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal ini hal ini Dinas-dinas yang mengurusi 

penyelenggaan jalan Kabupaten / jalan Kota; 

• Investor jalan Tol 

2) Organisasi Satuan Kerja, adalah organisasi pada suatu pekerjaan jasa konstruksi yang dipimpin 

oleh Kepala Satuan Kerja dan bertindak atas nama Pemberi Tugas untuk mengendalikan 

pekerjaan yang tercantum dalam dokumen kontrak, guna mencapai target :  

• Tepat Kualitas 

• Tepat Kuantitas 
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• Tepat waktu 

Dari aspek legalitas eksistensinya, Kepala Satuan Kerja ditunjuk oleh Pemberi Tugas dengan 

surat keputusan. Tanggung jawab dan wewenang yaitu : 

1) Tanggung jawab  

• Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan 

konstruksi secara keseluruhan yang dilaksanakan Kontraktor sesuai dengan prinsip dan 

kebijaksanaan Pemberi Tugas. 

• Kepala Satuan Kerja bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi sesuai dengan : perencanaan, spesifikasi, dan dokumen kontrak 

2) Wewenang  

• Kepala Satuan Kerja memberikan pendelegasian beberapa kewenangan kepada Konsultan 

Pengawas di lapangan sebagai Engineer Representative dalam rangka membantu Kepala 

Satuan Kerja untuk melaksanakan pekerjaan. 

• Pendelegasian wewenang, meliputi : 

 Masalah teknis dan administrasi pelaksanaan konstruksi secara keseluruhan sesuai 

Dokumen Kontrak. 

 Keputusan tentang pembiayaan teknis dan administrasi sesuai Dokumen Kontrak. 

 Pemberi Tugas, mengawasi apakah tugas dan kewenangan yang telah didelegasikan 

tersebut telah dilaksanakan dengan baik. 

b. Tujuan memahami tanggung jawab dan wewenang 

Untuk mengetahui bahwa Pemberi Tugas mempunyai tanggung jawab dan wewenang 

mengendalikan seluruh pekerjaan fisik, teknis maupun administrasi sesuai dengan yang tercantum 

dalam dokumen kontrak. 

c. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

1)  Tugas Pokok • Manajemen kegiatan pelaksanaan pekerjaan 

• Pembatasan jumlah tenaga staff 

• Masalah teknis berkaitan dengan pekerjaan pembuatan 

jalan  

• Kemampuan kontraktor 

• Jaminan mutu dan filing system yang dapat 

dipertanggung jawabkan 

2)  Pendekatan dan Metodologi 

kerja  : 

 

• Sistem Komunikasi 

• Design Review 

• Persetujuan mengenai urutan pekerjaan dengan 

Kontraktor 

• Pengawasan mutu dan penyusunan filing system yang 

baik 

3)  Rencana Kerja  : • Keberhasilan jaminan mutu pekerjaan 

• Tepat waktu 

• Biaya yang memadai 

4)  Kegiatan Utama Pekerjaan: • Tahap Pra Pelaksanaan 

 Pekerjaan persiapan 

 Pengkajian kembali perencanaan 

 Arahan kepada Kontraktor/Konsultan Pengawas 

selama masa mobilisasi 

• Manajemen Pelaksanaan Konstruksi 

 Pembahasan rencana kerja kontraktor 

 Rapat pra-pelaksanaan 

 Koordinasi dan rapat-rapat 

 Laporan bulanan/triwulan 

 Klaim 

 Penyelesaian perselisihan 
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• Pengawasan Teknis 

 Pemeriksaan gambar kerja 

 Pengawasan survai 

 Pengujian material 

 Pemeriksaan bagi penggunaan/pemeliharaan 

peralatan 

 Arahan bagi penggunaan/ pemeliharaan peralatan.  

• Manajemen pengawasan keselamatan dan lalu lintas 

 Manajemen pengawasan keselamatan 

 Manajemen lalu lintas 

• Persetujuan kemajuan fisik 

 Rencana dan jadwal kegiatan pekerjaan 

 Pengawasan kemajuan 

• Persetujuan pembiayaan  

 Tagihan Kontraktor 

 Pengkajian kembali pembiayaan 

 Analisa harga dan upah baru 

• Persetujuan pemeriksaan akhir dan pembayaran 

 Persetujuan pemeriksaan akhir 

 Persetujuan pelunasan pembayaran 

• Pemeriksaan dan Pembuatan dokumen akhir 

 Pemeriksaan dan persetujuan As Built Drawing 

 Persetujuan pembuatan laporan akhir dan pedoman 

pemeliharaan 

d. Prosedur 

Pemberi Tugas mendelegasikan sebagian tanggung jawab dan wewenang kepada : 

• Konsultan Pengawas, untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik maupun administrasi 

pelaksanaan konstruksi, sedangkan  

• Kontraktor, melaksanakan pekerjaan fisik dan administrasi sesuai syarat-syarat kontrak dan 

spesifikasi. 

Pengendalian dari Pelaksana Tugas Konstruksi 
a. Definisi, tanggung jawab dan wewenang 

1) Kontraktor adalah  badan hukum yang mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan 

pekerjaan yang telah ditunjuk sebagai pemenang oleh Tim Panitia lelang atau Penyandang 

Dana/ Pemilik dan telah menandatangani kontrak untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. 

2) Tanggung jawab dan wewenang Kontraktor 

• Tanggung jawab : 

 Melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepadanya sesuai dengan kontrak yang sudah 

disetujui dan tepat waktu. 

 Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan : 

 Perencanaan 

 Spesifikasi 

 Dokumen kontrak 

• Wewenang  

 Kontraktor berwenang atas segala kegiatan pelaksanaan pekerjaan fisik, teknis dan 

administrasi. 

Kewenangan meliputi : 

 Klaim perobahan harga (Eskalasi) 

 Penagihan pembayaran (MC) 

 Usulan Contract Change Order (CCO) 

 Pengajuan perpanjangan waktu 
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 Pengajuan progres pelaksanaan sudah dapat diserahterimakan. 

b. Tujuan memahami tanggung jawab dan wewenang 

Supaya dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab dan prinsip pelaksanaan serta 

kebijaksanaan Pemberi Tugas, mengacu kepada dokumen kontrak dan spesifikasi. 

c. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

1) Tugas pokok, meliputi: • Manajemen kegiatan pekerjaan  

• Masalah teknis berkaitan dengan Pekerjaan Pembuatan 

Jalan. 

• Pengujian jaminan mutu 

• Memberikan Informasi lengkap pekerjaan lapangan sesuai 

Filling System (ISO - 9002) 

• Meng- “Up Date” schedule secara berkala 

2) Pendekatan Metodologi • Sistem Komunikasi 

• Design Review 

• Mengajukan urutan pekerjaan. 

3) Rencana Kerja • Keberhasilan jaminan mutu pekerjaan. 

• Tepat waktu. 

• Biaya yang memadai. 

4) Kegiatan Pelaksanaan • Tahapan Pra Pelaksanaan 

 Pekerjaan persiapan 

 Pengkajian kembali perencanaan 

 Mengadakan pengujian material dan menyiapkan job 

mix formula 

 Menyiapkan jadwal mobilisasi personel dan peralatan 

• Manajemen Pelaksanaan Konstruksi 

 Mempelajari draft kontrak dan menandatanganinya. 

 Pembahasan rencana kerja yang diajukan bersama 

Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas 

 Rapat pra pelaksanaan 

 Koordinasi dan rapat-rapat 

 Memberikan masukan untuk pembuatan laporan 

bulanan/ triwulan. 

 Mengajukan program kerja lapangan, antara lain : 

 Network Planning 

 Bar Chart 

 Manning Schedule 

 Material Schedule 

 Equipment Schedule 

 Metoda Pelaksanaan 

 Cash Flow (mingguan) 

• Pelaksanaan Teknis 

 Membuat shop drawing 

 Mengajukan request dan verifikasi yang dilampiri 

gambar kerja setiap item pekerjaan 

 Melaksanakan pekerjaan sesuai rencana dan 

spesifikasi 

 Mengadakan pengujian bahan sesuai tahapan : 

 Bahan 

 Bahan olahan 

 Hasil pelaksanaan 

 Mengukur kuantitas hasil pekerjaan 

 Mengajukan perpanjangan waktu 
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• Manajemen pengawasan keselamatan/kesehatan kerja 

dan lalu lintas 

 Manajemen pelaksanaan keselamatan dan 

kesehatan kerja 

 Manajemen lalu lintas 

• Menyampaikan kemajuan fisik 

 Rencana dan jadwal kegiatan pekerjaan 

 Melaksanakan pekerjaan 

• Proses pembayaran 

 Mengajukan pembayaran bulanan (MC) beserta 

data-data pendukungnya. 

 Melakukan opname bersama 

 Mengajukan perubahan harga (eskalasi) 

• Menyiapkan pemeriksaan akhir dan pembayaran 

 Mengajukan tertulis pekerjaan selesai 

 Mengerjakan pekerjaan yang tidak 

sesuai/kerusakan 

• Menyiapkan pemeriksaan dokumen akhir 

 Mengajukan gambar terlaksana (As Built 

Drawing) 

 Menandatangani berita acara serah terima 

d. Prosedur 

1) Pemberi Tugas menunjuk Kontraktor yang telah mengajukan penawaran harga dan dinyatakan 

sebagai pemenang oleh Panitia lelang. 

2) Kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen kontrak dan spesifikasi. 

3) Dalam melaksanakan pekerjaan, Kontraktor diawasi oleh Konsultan Pengawas dalam rangka 

mencapai tujuan dan maksud konstruksi dibuat. 

Pengendalian Pada Pengawas Pekerjaan Konstruksi 
a. Definisi, tanggung jawab dan wewenang 

1) Konsultan Pengawas adalah  badan  hukum yang mengajukan penawaran harga untuk jasa 

pengawasan pekerjaan, yang telah ditunjuk sebagai pemenang oleh panitia lelang atau 

penyandang dana / Pemilik dan telah menandatangi kontrak untuk melaksanakan pekerjaan 

pengawasan. 

2) Tanggung jawab dan wewenang Konsultan Pengawas 

• Tanggung jawab : 

 Melaksanakan pengawasan pekerjaan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan prinsip dan 

kebijakan Pemberi Tugas. 

 Membantu Pemberi Tugas dalam pengawasan pekerjaan pelaksanaan konstruksi sesuai 

dengan: 

 Perencanaan 

 Spesifikasi 

 Dokumen kontrak 

• Wewenang  

 Mendapat pendelegasian beberapa kewewenangan dari Pemberi Tugas sebagai  Engineer 

Referensentative. 

  Kewenangan meliputi : 

 Wewenang Pemberi Tugas dalam masalah teknis atau administrasi sesuai dokumen 

kontrak. 

 Keputusan tentang pembiayaan teknis dan administrasi yang tidak tercantum dalam 

dokumen kontrak. 

b. Tujuan memahami tanggung jawab dan wewenang 
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Supaya dapat menjalankan tugas pengawasan secara independen sesuai pendelegasian untuk 

seluruh pekerjaan fisik, teknis maupun administrasi dan mengacu kepada dokumen kontrak. 

c. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

1) Tugas pokok meliputi • Managemen kegiatan pengawasan atas pelaksanaan konstruksi 

• Pembatasan jumlah tenaga staff 

• Masalah teknis berkaitan dengan pekerjaan pembuatan jalan  

• Kemampuan Kontraktor 

• Jaminan mutu 

• Transfer of Technology 

2) Pendekatan 

Metodologi 

 

• Sistem Komunikasi 

• Design Review 

• Memeriksa dan menyetujui pekerjaan Kontraktor 

• Pengawasan mutu 

• Transfer of Knowledge 

3) Rencana Kerja • Keberhasilan jaminan mutu pekerjaan. 

• Tepat waktu. 

• Biaya yang memadai. 

4) Kegiatan utama 

layanan pengawasan 
• Tahapan Pra Pelaksanaan 

 Pekerjaan persiapan 

 Pengkajian kembali perencanaan 

 Arahan untuk kontraktor selama masa mobilisasi 

• Manajemen Pelaksanaan Konstruksi 

 Pembatasan rencana kerja kontraktor 

 Rapat pra pelaksanaan 

 Koordinasi dan rapat-rapat 

 Laporan bulanan / triwulan 

 Klaim 

 Penyelesaian perselisihan 

• Pengawasan Teknis 

 Pemeriksaan gambar kerja 

 Pengawasan survei 

 Pengujian material 

 Pemeriksaan dan pengawasan pekerjaan 

 Arahan cara penggunaan / pemeliharaan peralatan 

• Manajemen pengawasan keselamatan/kesehatan kerja dan lalu 

lintas 

 Manajemen pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja 

 Manajemen lalu lintas 

• Pengawasan Kemajuan Fisik 

 Rencana dan Jadwal Kegiatan Pekerjaan 

 Pengawasan Kemajuan 

• Pengawasan Kemajuan Fisik 

 Rencana dan Jadwal Kegiatan Pekerjaan 

 Pengawasan Kemajuan 

• Pengawasan Pembiayaan 

 Tagihan Kontraktor 

 Pengkajian kembali pembiayaan 

 Analisa harga dan upah baru 

• Pengawasan/pemeriksaan akhir dan pembayaran 

 Pemeriksaan akhir 

 Pelunasan pembayaran 

• Pengawasan/pemeriksaan dokumen akhir 
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 Pemeriksaan dan persetujuan As. Built Drawing 

 Pembuatan laporan akhir dan pedoman pemeliharaan 

d. Prosedur 

1) Konsultan Pengawas mendapat pendelegasian wewenang untuk pengawasan pekerjaan 

dari Pemberi Tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen kontrak. 

2) Konsultan Pengawas mengadakan pengawasan pekerjaan Kontraktor secara 

independen untuk semua kegiatan fisik, teknis maupun administrasi. 

 

  
Gambar. 5.1. Stackeholder Pelatihan Gambar.5.2. Pemberian Materi Ceramah 

  
Gambar. 5.3. Diskusi Interaktif dari Pemateri Gambar. 5.3. Diskusi Interaktif dari Peserta 

Kesimpulan 
Pelatihan Pengendalian Proyek Konstruksi Jalan di Kota Cimahi merupakan implementasi 

pengabdian masyarakat yang sangat penting untuk menimplementasikan nilai – nilai akademik pada 

stckeholder masyarakat. Hubungan Kerjasama yang baik dari kalangan akademisi dan birokrasi serta 

masyarakat dunia usaha merupakan capaian trilogy kesinambungan ilmu pengetahuan dimasyarakat. 

Dengan terselenggaranya hubungan Kerjasama yang baik dan berkelanjutan akan mendorong arah 

pembangunan yang lebih baik dimasyarakat. 
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